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KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 
 
 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

 

NOMOR : 105/SK/P/Set.KPU-KSLY/XII/2009 

 
TENTANG 

PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA BARANG DAN JASA  
BELANJA HIBAH PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL 

KEPALA DAERAH TAHUN 2010 
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Ayat (2) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah maka tata cara pengadaan barang dan jasa 
untuk pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-
undangan mengenai pengadaan barang dan jasa instansi 
pemerintah; 

  b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka untuk 
mendukung pengadaan barang dan jasa perlu menetapkan 
Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penerima Barang dan 
Jasa. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4355); 

  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan  
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang… 
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  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara 
Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, 
Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 

  10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 85 Tahun 2006; 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
59 Tahun 2007; 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah; 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 
Tahun 2009;   

  14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten/Kota; 

  15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota; 

  16.  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan 
Selayar  Nomor : 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 tentang Tahapan, 
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan 
Selayar Tahun 2010. 

   

  

Memperhatikan… 
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Memperhatikan:  1. Surat perjanjian hibah daerah dalam penyelenggaraan 
Pemilihan Umum Kepala  Daerah dan  Wakil  Kepala  Daerah 
Kabupaten  Kepulauan  Selayar  Tahun  2010 Nomor : 
13/SP/HUK/2009 dan Nomor : 365/A1/KPU-KSLY/MOU/XII/2009 
tanggal 26 Desember 2009 

  2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Kepulauan Selayar tanggal 27 Desember 2009.  

 

M E M U T U S K A N  : 

 

Menetapkan : 

KESATU : Membentuk Panitia Penerima Barang dan Jasa belanja hibah 
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 
2010. 

KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia tersebut adalah 
menerima,  

a. memeriksa pengadaan barang dan jasa sesuai dengan jumlah 
dan spesifikasinya; 

b. melakukan penyimpanan dan/atau menyerahkan kepada yang 
menangani; 

c. melakukan inventarisasi barang; 

KETIGA : Masa kerja Panitia Penerima Barang dan Jasa sampai bulan 
Oktober 2010. 

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini 
dibebankan pada Belanja Hibah Anggaran Penyelenggaraan 
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang 
bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 
dan 2010. 

KELIMA : Hasil kegiatan ini dibuat dalam bentuk laporan setiap bulan kepada 
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan 
Selayar. 

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk 
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 
didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya. 

   
   Ditetapkan di :  Benteng 
   Pada tanggal :  27 Desember 2009 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SELAYAR 
 

Kasubag Hukum 
 

 
 
 

ANDI DEWANTARA, SH 

 
 
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

 

Sekretaris 
 
 

Ttd 
 
 

NASARUDDIN NAJA 
 Pangkat : Penata Tk.I. 
 NIP. 19560625 197901 1 003 
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Lampiran  : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar 
Nomor : 105/SK/P/Set.KPU-KSLY/XII/2009 
Tanggal : 27 Desember 2009 

 
 

PERSONIL PANITIA PENERIMA BARANG DAN JASA 
BELANJA HIBAH PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL 

KEPALA DAERAH TAHUN 2010 
 

NO. NAMA JABATAN 

1. 

2. 

3. 

Bustan 

Andi Usman, SE 

Muh. Akbar, A.Md 

Ketua 

Anggota 

Anggota 

 

   Ditetapkan di :  Benteng 
   Pada tanggal :  27 Desember 2009 
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SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SELAYAR 
 

Kasubag Hukum 
 

 
 
 

ANDI DEWANTARA, SH 
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KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

 

Sekretaris 
 
 

Ttd 
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 Pangkat : Penata Tk.I. 
 NIP. 19560625 197901 1 003 


